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l. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4286) 

2. Undang-Undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara RI Tabun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3961); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan 
Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4264); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4355); 

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400); 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat 
berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Barga 
Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; 

2. bahwa standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang I jasa yang berlaku di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; 

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera 
Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020; 
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8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234 ); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor19, 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Rl Nornor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara I Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.l. 
Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara R. I Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara R.L Tahun 2018 Nomor 33); 

19. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Regional Pemerintah (Lembaran Negara R.T. Tahun 2020 Nomor 57); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

24. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang 
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
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Dalam hal penggunaan standar satuan harga barang dan jasa melebihi harga yang 
ditetapkan dan atau belum tercantwn dalam Peraturan Kepala Daerah ini, maka SKPD I 
unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan 

Pasal 6 

(l) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam 
Portal Pengadaan Nasional, tata cara pengadaannya agar berpedoman pada 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. 

(2) Patokan harga per rn2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan 
dengan NJOP I harga pasar I hasil penilai independent. 

Pasal 5 

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang 
berlaku pada saat pekerjaan I pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga 
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, serta berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 4 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman 
I acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah I unit kerja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun Rencana kerja dan Anggaran Tahun 
2020 serta untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021. 

Pasal 3 
mi. 

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah 

Pasal 2 

Pasal 1 

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan biaya setinggi-tingginya (harga 
tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang 
diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah tennasuk dengan biaya 
transportasi, akomodasi, biaya langsung lainnya yang berlaku serta keuntungan penyedia 
barang/ jasa kecuali ditentukan lain oleh Bupati Halmahera Selatan. 

Menetapkan : PERA TORAN KEPALA DAERAH KABUPA TEN HALMA.HERA 
SELATAN TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN 
JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RALMAHERA SELATAN 
TAHON 2020 

MEMUTUSKAN 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2016 nomor 8); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 04 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera 
Selatan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2020 Nomor 04); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: 32 
Salinan Scsuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

~~...:: .., . ...__.'U..,T ARIS DAERAH 
"'IJ-~,.,..LMAHERA SELAT AN, 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 19 November 2020 
B HERASELATAN 

~ 

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. 

Pasal 8 

(1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1 
PasaJ 6 merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran I Kuasa 
Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga 
tertinggi dan I atau diluar Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang telah 
ditetapkan. 

(2) Format Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Ke pal a Dae rah i ni. 

Pasal 7 

1. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh 
Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Perundang-undangan 
yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk 
pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional 
dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran ( dibuktikan dengan 
price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang I jasa) serta dapat 
dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, 
transparan dan akuntabel. 

2. Surat pernyataan, peraturan perundang-undangan I perhitungan hasiJ analisa 
sebagaimana dimaksud angka I dan angka 2 agar dilaporkan kepada Bupati 
Halmahera Selatan dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat dan Kepala 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. 
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